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Hakim dalam menjatuhkan pidana sejatinya harus memberikan putusan yang seadil-adilnya karena tujuan hukum pidana itu sendiri
untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hukuman juga tidak boleh diimplementasikan berbeda dalam
tindak pidana yang sama atau sejenis tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Dalam ilmu hukum hal ini biasa dikenal dengan
disparitas (disparity of sentencing) asas yang tidak mengilhami disparitas ini ialah asas similia similibus. Seperti yang terjadi dalam
putusan nomor 94/PID.B/2018/PN GST. dan nomor :135/PID.B/2018/PN GST.
Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, faktor-faktor penyebab
disparitas putusan serta apakah tujuan putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan pengadilan
dalam tindak pidana pengancaman serta bahan-bahan pustaka atau data sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ialah akibat dari perbuatan terdakwa,
perbuatan itu meresahkan masyarakat, korban trauma dan merasa takut, yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Faktor penyebab terjadinya disparitas adalah kebebasan hakim dalam
menjatuhkan pidana, perundang-undangan pidana Indonesia, tiadanya pedoman pemidanaan, dan faktor hukuman. Arah dari pada
tujuan putusan ini jika putusan pertama lebih condong kepada keadilan bagi terdakwa saja karena hakim tidak mempertimbangkan
keadaan korban yang trauma, dalam putusan kedua lebih menjurus kepada kepastian hukum dan keadilan putusan hakim tidak jauh
dari tuntutan penuntut umum, juga keadaan korban yang trauma dan merasa terancam jiwanya atas perbuatan. 
Disparitas dalam putusan hakim itu memang biasa karena keadilan itu tidak harus selalu sama, tetapi hendaknya hakim
meminimalisasi atau menghindari keberagaman dalam putusannya karena teridentifikasi ketidakadilan dan ketidak pastian hukum.
